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Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji

Baleg Ingin PBI‘]G|aS
Definisi Kemastahatan

Anggota Bacan Legislasi (Baleg) DPR Abidin Fikri
mengusulkan batasan tegas soal penggunaan dana
haiji dalam revisi UU No. 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH). Definisi
“kemaslahatan” dalam RUU itu harus diperjelas
agar tidak membuka ruang salah tafsir.

ABIDIN mengingatkan, dana
haji yang bersumber darf setoran

.jvhmh memiliki karakier khusus

yang tidak boleh dicampuraduk
kgm dengan sumber dana lain.
Kejelasan batasan ini penting
agar kepercayaan publik terha
dap pengelolaan dana hajl tetap
terjaga dan tidak menimbulkan
polemik di kemudian hari

“Kalau dana haji yang berasal
dlari setoran jemaah dan lain-lain
semuanya untuk jemaah haji.

Tidak boleh dipunakan untuk
vang lain. tu jelas, " ujar Abidin
dalam Rapat Panja Pengharmon
isasian RUU PKH di Gedung
Nusantara [ DPR, Senayan.
Jakarta, Senin (19/1/2026).
Abidin menjelaskan, perlakuan
berbeda berlaku terhadap dana
yang hersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Ne
gara (APBN). Pada masa awal
pengelolaan dana haji di hawah
Kementerian Agama (Kemenag).

terdapat pembiayaan APBN yang
kemudian masuk dalam Dana
Abadi Umat (DALY

“Dalam pembiayaan APBN,
misabiya padla saal pengelolaan
dana baji dulu masih di Ke
menag, ada APBN yang masuk
di situ, dicfisiensikan dan masuk
ke DAL Jadi bukan dari setoran
jemaah,” lanjutnya.

Abidin memaparkan, konsep
kemaslahatan sebenamya telah
dirumuskan dalam Pasal 10 buruf
G dan Pasal 17RUU ifu. Bahwa,
kemaslahatan umat [slam dimak
nai sehagal manfant yang diuta
makan haﬂl kegiatan yang terkait
langsung donga n pelayanan iba
dlah haji serta kepentingan umat.

Berdasarkan itu, Abidin mene
maskan, DAL tidak berkaitan

dengan dana setoran jemaah haji.
Dana yang herasal dari APBN it
Harus dipisahkan secara tegas dari
dana milik jemaah. Selanjunya,
DAU inilah yang dikelola oleh
Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH).

*Disituada nilai manfaat. Nah,
it yarig bisa digunakan untuk ben
cand, pelayanan ibadah, dan hal
hal vang berkaitan dengan umat
[slam. Tapi untuk dana setoran

jemaah, it tidak holeh dipakai ke

luar urusan hai,” jelasnya.
Karena itu, Abidin meminta
agar makna kemaslahatan dalam
RUL ini diperjelas secara rinci
terkait peruntukannya. Kejela
sant ini penting agar tidak mun
cul tafsir liar yang berpotensi
menyimpang dari tujuan awal

pengelolaan dana haji.

st ind sekitar b2 persen biaya
haiji ditanggzung oleh jemaah, se
mentara 38 persen berasal dari ni
lai manfaat yang dikelola BEKH.
“Nah, inilah yang kemudian
diseratkan ke calon jemaah, dit
ambah lagi dengan fiving costme
lalui virnaal accoun,” terangya,

Wakil Ketua Baleg DPR Ak
mad Iman Sukri menamhahkan,
RUU ity memberi batasan tegas
terhadap ruang lingkup kemas
lahatan, khususnya untuk kegiat
an yang tidak terkait langsung
dengan pelayanan ibadah haji.
“Kegiatan it antara lain men
cakup pendidikan dan dakwah,
kesehatan, sosial keagamaan,
serta penanggulangan bencana,”
ferangnya. mBSH
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